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PEMERINTAH Nm,,_,.;.p TEBING TINGGI

Menimbang

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
JABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

bahwa dengan ditctaphannya Peraturan Mentert Keuangan Nomor 42 PMK.07/2009 tentang penctapan alokasi dan pecdoman umum penggunaan dana
_ I pe

penguatan desentr i fiskal dan pereepatan pembangunan dacrah tahun 2009, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/KU.430 12/2008

tentang, petunjuk ?.r_:./. pemantaatan dana alokasi khusus bidang pertanian tahun 2009 dan peraturan dacrah propinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun

2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;

bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan serta pertumbuhan perckonomian daerah yang bersumber dari dana spesifik grant pada
Tahun Anggaran 2009. perlu didukung kelancaran pelaksanaannya melalui Dana APBD:

a huruf a dan hurut b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad
Tahun Anggaran

Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi 1
2009:



Mengingat

9.

10.

1.

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota — kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LLembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688):

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelengparaan Negara yvang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara (I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 42806):

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

[ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
ara Republik Indonesia Tahun 2004

<

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neg,
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tenang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

o
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Tebing Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 8:8:@. _wo::u:,mm ,Cma_.m_. (Lembaran Negara xnvcv:r. Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4540):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); -




Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.

24
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

25, Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385):

26.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Fahun 2000 Nomor 25, Tambahan [ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14):

27, Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah:

28, Peraturan Mentert Dalam Negeert Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah:

200 Peraturan Mentert Dalam Negert No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2009;

30, Peraturan Mentert Keuangan No. 2 PMKL.07.2009 tentang Penctapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal
dan Percepatan Pembangunan Dacrah Tahun 2009;

31, Peraturan Mentert Pertanian No. 06/Permentan/KU<30/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun
2009:

32, Peraturan Dacrah Propinsi Sumatera Utara No. T Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Propinsi Sumatera Utara TA. 2009,

33, Peraturan Dacrah Kota Tebing Tingei Nomor | Tahun 2009 tentang Avggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran
b )«
2009;

34, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah Kota Tebing Tinggi No. 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Tebing Tinggi Priode 2004 - 2009.

MEMUTUSKAN:
Menectapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2009.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

(1). Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 15.116.479.000,-
b. Dana Perimbangan Rp. 273.601.769.000,-
¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 60.693.943.000.-

Jumlah Pendapatan Rp. 349.412.191.000,-

(2). Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
1) Belanja Hibah

Rp. 174.541.566.168,-
Rp. 0.-
Rp. 1.750.000.000.-
Rp. 88.944.000.,-

5) Belanja Bantuan Sosial Rp.  2.950.000.000,-
0) Belanja Bagi Hasil Rp. 0.-
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0.-
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 100.000.000,-

Rp. 179.430.510.168.-

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 19.725.346.500,-

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 59.111.754.100,-
3) Belanja Modal Rp. 104.371.013.000,-
Rp. 183.208.113.600,-

Jumlah Belanja Rp. 362.638.623.768.-

Surplus / (Defisit) ( Rp. 13.226.432.768.-) .
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(3). Pembiayaan :
a. Penerimaan

b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 14.980.099.792,-
Rp. 1.750.000.000.,-

Rp. 13.230.099.792.-

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 3.667.024.-

Ketentuan pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009

scbagaimana dimaksud dalam pasal | tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota in.

Ketentuan pasal 3 diubah schingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009

scbagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci Iebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

Ketentuan pasal 4 diubah schingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
>asal 4

lLampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ni.

Ketentuan pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi scbagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran
2009 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
| Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah.

a, memerintahkan E:m:_am:mm_
Ditctapkan di Tebing Tingg!

Agar setiap orang mengetahuiny
anggal 4 Mei 2009

pada t

WAl JAKOTA TEBING TINGGI

(td
ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 4 Mci 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
(td

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR i/

suai dengan aslinya
aefaiyAlykum dan Organisasi




